BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah mengamati hasil pembahasan dan penelitian tersebut, sekiranya

bisa ditarik kesimpulan, yakni :

1.

Implementasi Pasal 78 Peraturan Daerah No 40 Tahun 2011 Mengenai
Penyalahgunaan trotoar di Kota Gorontalo belum terimplementasikan
dengan baik. Hal ini dilihat dari banyaknya kasus penyalahgunaan
trotoar dan belum dieksekusi oleh Pemerintah Kota.
faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pasal 78 Peraturan
Daerah No 40 Tahun 2011 yaitu karena faktor hukum itu sendiri,
dimana kantor dinas PU Kota Gorontalo masih menggunakan Perda
Bangunan nomor 12 Tahun 2005, dan banyaknya masyarakat yang
tidak mengetahui sama sekali tentang adanya peraturan daerah

mengenai penyalahgunaan trotoar di Kota Gorontalo.

65



5.2 Saran
1. Sebaiknya pihak pemerintah Kota Gorontalo perlu mengevaluasi hasil
implementasi peraturan daerah Nomor 40 Tahun 2011 tersebut. proses
evaluasi implementasi perda itu menjadi penting karena itu bisa
dijadikan ukuran dalam hal memperbaiki kinerja kedepannya.
2. Dinas terkait juga harus mampu memberikan pemahaman lebih kepada
masyarakat. sekiranya antara masyarakat dan pihak pemerintah Kota

Gorontalo harus bersinergi dalam memperbaiki permasalahan tersebut.
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